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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOl.lOR 10 TAHITN 2011

TENTANG

PEN CABUTAN PE RATU RAH DAERAH I(ABU PATE N KATIT{GAN
NOMOR : 2 TAHUN 2OO9TEI{TANG ORGANISASI DANTATA KER A BADAN

KETAHANAN PANGAH DAN PENYULUHAN KABUPATEN I(ATINGAN

DENGAN R.AHMAT TUHAN YAilG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga

Ieknis Daerah Kabupaten KaUngan telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan perencanaan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten lGtingan

sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun ZOOT tentang Organisasi perangkat

Daerah.

b. bahwa dalam rangka ;renyesuaian terhadap peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan

sebagai tindaklanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta

upaya mendukung peningkatan kinerja pemerintah

Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian
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Mengingat :1.

susunan organisasl Lernbaga Teknls Daerah Kabupaten

Katingan berdasarkan perumpunan organisasi;

bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dimakud

pada huruf a rlan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan tentang Pencabutan Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan

Kabupaten Katingan.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perybentukan

lGbupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,' lGbupaten

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,

Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimanbn

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Norror 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286)l

Undang-Undang Nomor 1 Tahun ZOO4 tentang

Perbendaharaan N,egara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nr:mor 5, Tambahan Lenrbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik
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I:rdonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia I'lomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Unciang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonelia Nomor

aa38);

B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang liistem

Penyuluhan Peftanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lenrbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

9. Peraturan Pemerln0ah Republik Indonesia Nomor 16'l'ahun

L994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara. Republlk Indonesla Tahun 1994 Nomor

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

LSa\;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

20AZ tentang Perubahan atas Jreraturan Pemerintah Nomor

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil Dalam Jaba[an StruKural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4L94);
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11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L$,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 'l'ahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran. Negara

Republik Indonesla Tahr.rn 2OO7 Nomor 82;"fambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 )l
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

7007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474L);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

Kabupaten Katlngan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten lGtingan Nomor : 4 Tahun 2011

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Katingan Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan l,-embaga

Teknis Daerah tGbupaten Katingan.
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Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH

KABUPATEN KATINGAN

dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUIII 2UI9 TENTANG
ORGANISASI DAil TATA KERJA BADAN KETAHANAN
PANGAH DAN PENYULUHAN KABUPATEN KATINGAN

Pasal I
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan lGbupaten

Katingan (Lembaran Daemh Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor : 2)

dicabut dan dinyatal'.an tidak berlaku.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerinbhkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatarrnya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Katingan.

Ditehpkan di Kasongan

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan

TATEL I.ADJU

DAEMH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 10
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PENJEI.ASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN PERATU RAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NolloR ; 2 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KEBJA

BADAH KETAHANAN PANGAN DAN PE$ruLUHAN KABUPATEN
KATINGAN

UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta

Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan

Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah lGbupaten

Katingan Nomor : 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Katingan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Katingan Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor : 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daenrh dan

Lembaga Teknis Daerah lGbup:tgn lQtingan.

Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut di atas, maka perlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peratumn Daerah

Kabupaten Katingan Nomor 2 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan Kabupaten Katingan.

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang berlaku, maka pencabutan

sebuah Peraturan Daerah dapat dilakukan sekaligus dengan @ra

membentuk kembali Peraturan Daerah baru disesuaikan dengan ketentuan

yang berlaku atau pencabutan Peraturan Daerah tanpa membentuk

Peraturan Daerah baru karena kewenangan untuk itu sudah tidak ada lagi.
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Dan pencabutan suatu peraturan perundang'undangan hanya dapat

dllakukan dengan peraturan perundang-undangn yang Setara

tingkatannya atau yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : CukupJelas

Pasal2:CukupJelas

TAMBAHAN LEMBAMN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR: 1O

, il,
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